
2019 2020 2021 2022 2023

1 Meningkatnya 

Realisasi 

Investasi Sektor 

Non Migas dan 

Non Batubara 

1. Nilai Realisasi

Investasi 

Sektor Non

Migas dan

Non Batubara 

Triliun 0 0 32,53 35 35,67 1. 1. Program 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Investasi

Terwujudnya 

Peningkatan 

Pemantauan, 

Pembinaan, dan 

Pengawasan 

Pelaksanaan Penanaman 

Modal 

1. Persentase tercapainya 

target perusahaan 

yang melaporkan 

LKPM

Persentase 100 Kepala Bidang 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Investasi

1. Pengendalian 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 

Provinsi

Jumlah Perusahaan 

industri pada kawasan 

peruntukan industri 

Perusahaan 8 Kepala Bidang 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Investasi

a. Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pemantauan 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

Jumlah Kegiatan Usaha 

dari Pelaku Usaha yang 

melakukan Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pemantauan 

Pelaksanaan Penanaman 

Modal 

Kegiatan 

Usaha 

1000 Penata Kelola 

Penanaman 

Modal Ahli Muda 

b. Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pembinaan 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

Jumlah pelaku usaha yang 

mendapatkan pembinaan 

pelaksanaan penanaman 

modal 

Pelaku Usaha 10 Penata Kelola 

Penanaman 

Modal Ahli Muda 

c. Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

Jumlah kegiatan usaha dari 

pelaku usaha yang 

melakukan Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pengawasan 

Kegiatan 

Usaha 

2 Penata Kelola 

Penanaman 

Modal Ahli Muda 

2 1. Program Promosi

Penanaman 

Modal 

Terselenggarannya 

Penyusunan Strategi

Promosi dan Kegiatan

Promosi Penanaman

Modal

1. Jumlah laporan 

penyelenggaraan 

promosi penanaman 

modal provins

Laporan 11 Kepala Bidang 

Promosi 

Penanaman 

Modal

1. Penyelenggaraan 

Promosi Penanaman 

Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 

Provinsi

Jumlah kegiatan promosi 

penanaman modal yang 

dilakukan 

Kegiatan 12 Kepala Bidang

Promosi 

Penanaman 

Modal

a. Penyusunan Strategi 

Promosi Penanaman 

Modal Kewenangan 

Provinsi 

Jumlah peraturan daerah 

yang mengatur promosi 

penanaman modal provinsi

Dokumen 5 Penata Kelola 

Penanaman 

Modal Ahli Muda 

b Pelaksanaan Kegiatan 

Promosi Penanaman 

Modal Kewenangan 

Provinsi 

Jumlah dokumen hasil 

kegiatan promosi 

penanaman modal provinsi 

Dokumen 7 Penata Kelola 

Penanaman 

Modal Ahli Muda 

3. 1. Program 

Pengembangan 

Iklim Penanaman

Modal 

Terwujudnya 

Perencanaan dan

Pengembangan Iklim

Penanaman Modal yang

Terintegrasi dan

Implementatif di

Kawasan Strategis

1. Jumlah dokumen 

kajian dan kebijakan 

penanaman modal 

Dokumen 2 Kepala Bidang 

Perencanaan 

dan 

Pengembanga

n Iklim 

Investasi

1. Penetapan Pemberian 

Fasilitas/Insentif 

dibidang Penanaman 

Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 

Provinsi

Jumlah kegiatan 

pemberian fasilitas insentif 

dan kemudahan berusaha

Kegiatan 0 Kepala Bidang

Perencanaan dan

Pengembangan 

Iklim Investasi

TargetTarget

CASCADING KINERJA / PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU

DPMPTSP PROV. KALTIM

Perjanjian Kinerja Pimpinan (Eselon II)
Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)

Sasaran Strategis
Indikator 

Kinerja 
No 

Target Tahun ke -
No. Program Sasaran Program

Indikator Kinerja 

Program (Outcome)

RENSTRA DPMPTSP

Indikator Kinerja 

Kegiatan (Output)
Satuan

Penanggung 

Jawab

BIDANG DALAK

Satuan
Penanggung 

Jawab
Kegiatan/Sub KegiatanSatuan

BIDANG P2IPM

BIDANG P2M



2019 2020 2021 2022 2023
TargetTarget

Perjanjian Kinerja Pimpinan (Eselon II)
Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)

Sasaran Strategis
Indikator 

Kinerja 
No 

Target Tahun ke -
No. Program Sasaran Program

Indikator Kinerja 

Program (Outcome)

RENSTRA DPMPTSP

Indikator Kinerja 

Kegiatan (Output)
Satuan

Penanggung 

Jawab
Satuan

Penanggung 

Jawab
Kegiatan/Sub KegiatanSatuan

a. Penetapan kebijakan 

daerah dalam 

pemberian 

fasilitas/insentif dan 

kemudahan 

penanaman modal 

Jumlah dokumen Rencana 

Umum Penanaman Modal 

(RUPM) Provinsi 

Kalimantan Timur 

Dokumen 0 Penata Kelola 

Penanaman 

Modal Ahli Muda 

b. Evaluasi pelaksanaan 

pemberian 

fasilitas/insentif dan 

kemudahan 

penanaman modal 

Jumlah dokumen kajian 

peta potensi investasi 

Dokumen 0 Penata Kelola 

Penanaman 

Modal Ahli Muda 

2 Pembuatan Peta 

Potensi Investasi 

Provinsi

Jumlah dokumen RUPM 

dan peta potensi 

Dokumen 2 Penata Kelola 

Penanaman 

Modal Ahli Muda 

a. Penyusunan Rencana 

Umum Penanaman 

Modal Daerah Provinsi 

Jumlah Peraturan Daerah 

(Perda) rencana umum 

penanaman modal daerah 

provinsi 

Dokumen 1 Penata Kelola 

Penanaman 

Modal Ahli Muda 

b Penyediaan Peta 

Potensi dan Peluang 

Usaha Provinsi 

Jumlah peta potensi 

investasi dan peluang 

usaha provinsi 

Dokumen 1 Penata Kelola 

Penanaman 

Modal Ahli Muda 

2 Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan 

Perizinan Sesuai

Standar 

Pelayanan Publik 

2. Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM)

Indeks 0 0 85 85 86 1 1 Program 

Pelayanan 

Penanaman 

Modal 

Terwujudnya pelayanan

perizinan yang lebih

mudah dan cepat

1. Waktu penyelesaian

proses perizinan

Hari 10 Kepala Bidang 

Layanan 

Perizinan dan 

Non Perizinan

1. Penanaman modal 

yang ruang lingkupnya 

lintas daerah 

kabupaten/kota

Jumlah penyelesaian 

penerbitan izin/ non izin 

lintas Kab/Kota

Izin 0 Kepala Bidang 

Layanan 

Perizinan dan 

Non Perizinan

a. Penyediaan Pelayanan 

Terpadu Perizinan dan 

Non Perizinan berbasis 

Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara 

Elektornik 

Jumlah kegiatan pelatihan 

tentang pelayanan yang 

prima berbasis elektronik

Kegiatan 0 Penata Perizinan 

Ahli Muda 

b. Pemantauan 

Pemenuhan Komitmen 

Perizinan dan Non 

Perizinan Penanaman 

Modal

Jumlah NIB (Nomor Induk 

Berusaha) yang diterbitkan

NIB 0 Penata Perizinan 

Ahli Muda 

BIDANG LP2N



2019 2020 2021 2022 2023
TargetTarget

Perjanjian Kinerja Pimpinan (Eselon II)
Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)

Sasaran Strategis
Indikator 

Kinerja 
No 

Target Tahun ke -
No. Program Sasaran Program

Indikator Kinerja 

Program (Outcome)

RENSTRA DPMPTSP

Indikator Kinerja 

Kegiatan (Output)
Satuan

Penanggung 

Jawab
Satuan

Penanggung 

Jawab
Kegiatan/Sub KegiatanSatuan

c. Penyediaan Layanan 

Konsultasi dan 

Pengelolaan 

Pengaduan Masyarakat 

terhadap Pelayanan 

Terpadu Perizinan dan 

Non Perizinan 

Jumlah presentase 

pengaduan yang terlayani 

Persentase 0 Penata Perizinan 

Ahli Muda 

d. Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penetapan 

Pemberian 

Fasilitas/Insentif 

Daerah 

Jumlah laporan koordinasi 

dan  sinkronisasi 

Laporan 0 Penata Perizinan 

Ahli Muda 

2 Penanaman modal 

yang menurut 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

menjadi kewenangan 

daerah provinsi 

Jumlah penyelesaian 

penerbitan izin/ non izin 

Izin 1450 Penata Perizinan 

Ahli Muda 

a. Penyediaan pelayanan 

terpadu non perizinan 

berbasis sistem 

pelayanan perizinan 

berusaha terintegrasi 

secara elektronik 

Jumlah pelaku usaha yang 

terfasilitasi pelayanan 

terpadu perizinan dan non 

perizinan berbasis sistem 

pelayanan perizinan 

berusaha terintegrasi 

secara elektronik 

kewenangan daerah 

provinsi 

Pelaku Usaha 80 Penata Perizinan 

Ahli Muda 

b. Pemantauan 

Pemenuhan Komitmen 

Perizinan dan Non 

Perizinan Penanaman 

Modal

Jumlah kegiatan usaha dari 

pelaku usaha yang 

terfasilitasi pemantaun 

pemenuhan komitmen 

perizinan berusaha dan 

non perizinan penanaman 

modal kewenangan daerah 

provinsi 

Kegiatan 

Usaha 

3 Penata Perizinan 

Ahli Muda 

c Penyediaan Layanan 

Konsultasi dan 

Pengelolaan 

Pengaduan Masyarakat 

terhadap Pelayanan 

Terpadu Perizinan dan 

Non Perizinan 

Jumlah orang yang 

mendapatkan layanan 

konsultasi dan pengelolaan 

pengaduan masyarakat 

terhadap pelayanan 

terpadu perizinan dan non 

perizinan kewenangan 

daerah provinsi 

Orang 5 Penata Perizinan 

Ahli Muda 



2019 2020 2021 2022 2023
TargetTarget

Perjanjian Kinerja Pimpinan (Eselon II)
Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)

Sasaran Strategis
Indikator 

Kinerja 
No 

Target Tahun ke -
No. Program Sasaran Program

Indikator Kinerja 

Program (Outcome)

RENSTRA DPMPTSP

Indikator Kinerja 

Kegiatan (Output)
Satuan

Penanggung 

Jawab
Satuan

Penanggung 

Jawab
Kegiatan/Sub KegiatanSatuan

d Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penetapan 

Pemberian 

Fasilitas/Insentif 

Daerah 

Jumlah kegiatan usaha dari 

pelaku usaha yang 

melakukan koordinasi dan 

sinkronisasi pemberian 

fasilitas/insentif daerah 

kewenangan daerah 

provinsi  

Kegiatan 

Usaha 

6 Penata Perizinan 

Ahli Muda 

2 1. Program  

Pengelolaan Data

dan Sistem

Informasi 

Penanaman 

Modal 

Terinformasikannya 

Pengurusan Pelayanan

Perizinan Secara

Elektronik

1. Jumlah kegiatan

percepatan 

pengurusan pelayanan

perizinan 

Kegiatan 4 Kepala Bidang 

Layanan 

Pengaduan, 

Advokasi dan 

Informasi 

Perizinan 

1. Urusan Pengelolaan 

Data dan Informasi 

Perizinan dan Non 

Perizinan Penanaman 

Modal yang 

Terintegrasi pada 

Tingkat Daerah 

Provinsi

Jumlah kegiatan 

percepatan pengurusan 

pelayanan perizinan 

Kegiatan 4 Kepala Bidang

Layanan 

Pengaduan, 

Advokasi dan

Informasi 

Perizinan 

a. Pengolahan, Penyajian 

dan Pemanfaatan Data 

dan Informasi 

Perizinan dan Non 

Perizinan Berbasis 

Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara 

Elektronik 

Jumlah data dan informasi 

perizinan dan non 

perizinan berbasis sistem 

pelayanan perizinan 

berusaha terintegrasi 

secara elektronik yang 

diolah, dikaju dan 

dimanfaatkan 

Dokumen 1 Penata Perizinan 

Ahli Muda 

   

BIDANG YANDU



I II III IV I II III IV

1. 1. Triliun 35,67 8,9175 8,9175 8,9175 8,9175 1.  Rp       3.575.025.600 1. Persentase

1. Pengendalian 

Pelaksanaan 

Penanaman 

Modal yang 

Menjadi 

Kewenangan 

Daerah Provinsi 

 Rp          3.575.025.600 Jumlah Perusahaan 

industri pada kawasan 

peruntukan industri 

Perusahaan 8

a.  Rp          1.449.425.600 1. Kegiatan Usaha 1000 - Melakukan kegiatan Investment Award

(Pemberian penghargaan kepada pelaku

usaha PMA dan PMDN serta DPMPTSP

Kab/Kota)
- Melakukan kegiatan sosialisasi pelaporan

LKPM OSS berbasis Risiko kepada pelaku

usaha sektor Primer, Sekunder dan

Tersier 
- Melakukan kegiatan sosialisasi pelaporan

LKPM bagi Pelaku Usaha 

b.  Rp             861.650.000 1. Pelaku Usaha 10 - Melaksanakan kegiatan penyelesaian

permasalahan dan hambatan yang di

hadapi Pelaku Usaha 

- Melakukan kegiatan pembinaan dan

pengawasan peruntukan Industri

Kariangau 

c.  Rp          1.263.950.000 1. Kegiatan Usaha 2 - Melaksanakan kegiatan Bimtek

pengawasan perizinan berusaha berbasis

risiko 

Penata Kelola 

Penanaman Modal 

Ahli Muda 
- Melaksanakan kegiatan Sosialisasi 

pengawasan perizinan berusaha berbasis 

risiko 

-

 Rp       3.572.484.840 1. Laporan 11

1. Penyelenggara

an promosi 

penanaman 

modal yang 

menjadi 

kewenangan 

daerah 

 Rp       3.572.484.840 1. Jumlah kegiatan 

promosi penanaman 

modal yang 

dilakukan 

Kegiatan 12

Kepala Bidang 

Promosi 

Penanaman 

Modal

1.  Rp          1.546.533.640 1. Dokumen 5 - Melaksanakan kegiatan forum penyusunan 

sasaran promosi investasi Kaltim 

- Melaksanakan kegiatan forum penyusunan 

strategi promosi investasi Kaltim 

- Melaksanakan kegiatan sosialisasi 

peraturan menteri investasi/kepala BKPM 

RI no 1 tahun 2022 tentang tata cara 

kemitraan pelaku usaha dan UMKM di 

daerah 

- Melaksanakan kegiatan penandatangan 

Perjanjian Kerjasama/MoU

Melaksanakan kegiatan Sosialisasi 

pengawasan perizinan berusaha berbasis 

risiko bidang usaha pertambangan, 

perkebunan dan kehutanan 

Kepala Bidang 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Penanaman 

Modal 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pemantauan 

Pelaksanaan 

Penanaman 

Modal 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pembinaan 

Pelaksanaan 

Penanaman 

Modal 

Penata Kelola 

Penanaman Modal 

Ahli Muda 

Jumlah pelaku usaha 

yang mendapatkan 

pembinaan 

pelaksanaan 

penanaman modal 

Penanggung 

Jawab

RENCANA AKSI DPMPTSP PROV. KALTIM TAHUN 2023

No.
Sasaran 

Strategis

Indikator 

Kinerja 
Satuan

Target 

1 

Tahun

Program / 

Kegiatan
Pagu

Target 

1 Tahun

Meningkatnya 

realisasi 

investasi sektor 

Non Migas dan 

Non Batu Bara

Kinerja Sasaran

Target Triwulan Indikator Kinerja

100

2. Program 

Promosi 

Penanaman 

Modal 

Jumlah laporan 

penyelenggaraan 

promosi penanaman 

modal provinsi 

Kepala Bidang 

Promosi 

Penanaman 

Modal

Penyusunan 

Strategi Promosi 

Penanaman 

Modal 

Kewenangan 

Provinsi 

Jumlah peraturan 

daerah yang mengatur 

promosi penanaman 

modal provinsi 

Penata Kelola 

Penanaman Modal 

Ahli Muda 

 Target Triwulan
Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

Satuan

Jumlah kegiatan usaha 

dari pelaku usaha yang 

melakukan Koordinasi 

dan Sinkronisasi 

Pengawasan 

Penata Kelola 

Penanaman Modal 

Ahli Muda 

Program 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Penanaman 

Modal 

Persentase 

tercapainya target 

perusahaan yang 

melaporkan LKPM

Jumlah Kegiatan Usaha 

dari Pelaku Usaha yang 

melakukan Koordinasi 

dan Sinkronisasi 

Pemantauan 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

Nilai 

Realisasi 

Investasi 

Sektor 

Non 

Migas dan 

Non 

Batubara

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan 

Pelaksanaan 

Penanaman 

Modal 



I II III IV I II III IV

Penanggung 

Jawab
No.

Sasaran 

Strategis

Indikator 

Kinerja 
Satuan

Target 

1 

Tahun

Program / 

Kegiatan
Pagu

Target 

1 Tahun

Kinerja Sasaran

Target Triwulan Indikator Kinerja
 Target Triwulan

Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

Satuan

2.  Rp          2.025.951.200 1. Dokumen 7 - Melakukan kegiatan forum investasi

daerah 
- Melakukan kegiatan forum promosi 

daerah 
- Melakukan kegiatan Mahakam 

Investment Forum 
- Melakukan rapat pembahasan Regional 

Investor Relations Unit (RIRU) 

3. Program 

Pengembanga

n Iklim 

Penanaman 

Modal 

 Rp       3.000.000.000 1. Jumlah dokumen 

kajian dan 

kebijakan 

penanaman modal 

Dokumen 2

1.  Rp          3.000.000.000 1. Jumlah dokumen RUPM 

dan peta potensi 

Dokumen 2

a.  Rp             700.000.000 1. Dokumen 1 - Melaksanakan bimbingan teknis

penyusunan Investment Project Ready

to Offer (IPRO) 
- Melakukan kegiatan pemberian fasilitas

kemudahan berusaha 

- Melakukan kegiatan workshop

penyusunan Rencana Umum

Penanaman Modal 

- Melakukan kegiatan pembahas

rancangan Peraturan Gubernur

Kalimantan Timur Tentang Rencana

Umum Penanaman Modal Daerah 
b.  Rp          2.300.000.000 1. Dokumen 1 - Melaksanakan bimbingan teknis Potensi

Investasi Regional (PIR)

- Melakukan kegiatan FGD pemilihan dan

penatapan sektor unggulan daerah

Kalimantan Timur 

- Melakukan kegiatan FGD penyediaan

infrastruktur pendukung kawasan industri

dan KEK 

- Melakukan kegiatan FGD investasi di

sektor perkebunan, peternakan dan

perikanan - Melakukan kegiatan BIMP-EIGA 

2. 2. Indeks 86 21,5 21,5 21,5 21,5 4.  Rp       3.404.370.000 1. Hari 10

1. Penanaman 

Modal yang 

Menurut 

Ketentuan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

Menjadi 

Kewenangan 

Daerah Provinsi 

 Rp       3.404.370.000 1. Jumlah 

penyelesaian 

penerbitan izin/non

izin 

Izin/Non Izin 1450

a.  Rp          1.214.370.000 1. Pelaku Usaha - Melakukan kegiatan penerapan sistem E-

PTSP dalam penyelenggaraan perizinan

dan non perizinan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- Melaksanakan penerapan sistem OSS

RBA dalam penyelenggaraan perizinan 

- Melakukan sosialisasi dan 

pendampingan penerbitan NIB di Kab. 

PPU dan di Kab. Berau 

Penyusunan 

Rencana Umum 

Penanaman 

Modal Daerah 

Provinsi 

Jumlah Peraturan 

Daerah (Perda) 

rencana umum 

penanaman modal 

daerah provinsi Penata Kelola 

Penanaman Modal 

Ahli Muda 

Penyediaan Peta 

Potensi dan 

Peluang Usaha 

Provinsi 

Waktu Penyelesaian 

proses perizinan 

Jumlah peta potensi

investasi dan peluang

usaha provinsi 

Penata Kelola 

Penanaman Modal 

Ahli Muda 

Penata Perizinan 

Ahli Muda 

Penyediaan 

Pelayanan 

Terpadu 

Perizinan dan 

Non Perizinan 

berbasis Sistem 

Pelayanan 

Perizinan 

Berusaha 

Terintegrasi 

secara Elektornik 

Jumlah pelaku usaha 

yang terfasilitasi 

pelayanan terpadu 

perizinan dan non 

perizinan berbasis 

sistem pelayanan 

perizinan berusaha 

terintegrasi secara 

elektronik kewenangan 

daerah provinsi 

Kepala Bidang 

Layanan 

Perizinan dan 

Non Perizinan

Program 

Pelayanan 

Penanaman 

Modal 

Jumlah dokumen hasil 

kegiatan promosi 

penanaman modal 

provinsi 

Pelaksanaan 

Kegiatan Promosi 

Penanaman 

Modal 

Kewenangan 

Provinsi 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarak

at (IKM)

Penata Kelola 

Penanaman Modal 

Ahli Muda 

80

Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan 

Perizinan Sesuai 

Standar 

Pelayanan 

Publik 

Pembuatan Peta 

Potensi Investasi 

Provinsi 

Kepala Bidang 

Perencanaan 

dan 

Pengembangan 

Iklim Investasi



I II III IV I II III IV

Penanggung 

Jawab
No.

Sasaran 

Strategis

Indikator 

Kinerja 
Satuan

Target 

1 

Tahun

Program / 

Kegiatan
Pagu

Target 

1 Tahun

Kinerja Sasaran

Target Triwulan Indikator Kinerja
 Target Triwulan

Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

Satuan

- Melaksanakan kegiatan pengelolaan 

PTSP pemantaun pemenuhan komitmen 

perizinan dan non perizinan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- Melaksanakan kegiatan pembuatan 

etalase/desk corner 

- Melakukan rapat koordinasi evaluasi 

pemenuhan komitmen se-Kab/Kota 

provinsi kaltim 

c.  Rp             690.000.000 1. Orang - Melaksanakan forum komunikasi 

penanganan pengaduan se OPD teknis 

terkait Kab/Kota se Kaltim 

- Menangani pengaduan litigasi dan non 

litigasi 

- menghadiri sidang perkara di 

pengadilan negeri samarinda

 Rp             500.000.000 1. Kegiatan Usaha 6 - Melaksanakan rapat koordinasi, 

sinkronisasi dan fasilitas perizinan dan 

non periznan sektor energi dan sumber 

daya mineral  
- Melaksankan rapat koordinasi, 

sinkronisasi dan fasilitasi perizinan dan 

non perizinan sektor kehutanan 
- Melaksankan rapat koordinasi, 

sinkronisasi dan fasilitasi perizinan dan 

non perizinan sektor perkebunan 

5.  Rp       1.046.706.000 1. Kegiatan 4

 

1. Urusan 

Pengelolaan 

Data dan 

Informasi 

Perizinan dan 

Non Perizinan 

Penanaman 

Modal yang 

Terintegrasi 

pada Tingkat 

Daerah 

 Rp       1.046.706.000 1. Jumlah kegiatan

percepatan 

pengurusan 

pelayanan perizinan 

Kegiatan 4

1.  Rp          1.046.706.000 1. Dokumen 1 - Melakukan kegiatan penguatan media

publikasi melalui podcast 

- Pelaksanaan FGD pengolahan,

Penyajian dan pemanfaatan data dan

informasi perizinan dan non perizinan se

Kab/Kota se- Kalimantan Timur 

- Melakukan kegiatan investment goes to 

campus
- Melaksanakan 

pengembangan/pemeliharaan aplikasi 

perizinan E-PTSP 

Jumlah orang yang 

mendapatkan layanan 

konsultasi dan 

pengelolaan 

pengaduan masyarakat 

terhadap pelayanan 

terpadu perizinan dan 

non perizinan 

kewenangan daerah 

provinsi 

Jumlah kegiatan usaha 

dari pelaku usaha yang 

melakukan koordinasi 

dan sinkronisasi 

pemberian 

fasilitas/insentif daerah 

kewenangan daerah 

provinsi  

Jumlah data dan 

informasi perizinan dan 

non perizinan berbasis 

sistem pelayanan 

perizinan berusaha 

terintegrasi secara 

elektronik yang diolah, 

dikaju dan 

dimanfaatkan 

Penyediaan 

Layanan 

Konsultasi dan 

Pengelolaan 

Pengaduan 

Masyarakat 

terhadap 

Pelayanan 

Terpadu 

Perizinan dan 

Non Perizinan 

5

Pemantauan 

Pemenuhan 

Komitmen 

Perizinan dan 

Non Perizinan 

Penanaman 

Modal

 Rp          1.000.000.000 1. 3

Penata Perizinan 

Ahli Muda 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Penetapan 

Pemberian 

Fasilitas/Insentif 

Daerah 

Pengolahan, 

Penyajian dan 

Pemanfaatan 

Data dan 

Informasi 

Perizinan dan 

Non Perizinan 

Berbasis Sistem 

Pelayanan 

Perizinan 

Berusaha 

Terintegrasi 

secara Elektronik 

Program  

Pengelolaan 

Data dan 

Sistem 

Informasi 

Penanaman 

Modal 

Jumlah kegiatan

percepatan 

pengurusan 

pelayanan perizinan 

Penata Perizinan 

Ahli Muda 

Penata Perizinan 

Ahli Muda 

d.

b. Jumlah kegiatan usaha 

dari pelaku usaha yang 

terfasilitasi pemantaun 

pemenuhan komitmen 

perizinan berusaha dan 

non perizinan 

penanaman modal 

kewenangan daerah 

provinsi 

Kegiatan Usaha 

Kepala Bidang 

Layanan 

Pengaduan, 

Advokasi dan 

Informasi 

Perizinan 

Penata Perizinan 

Ahli Muda 



I II III IV I II III IV

Penanggung 

Jawab
No.

Sasaran 

Strategis

Indikator 

Kinerja 
Satuan

Target 

1 

Tahun

Program / 

Kegiatan
Pagu

Target 

1 Tahun

Kinerja Sasaran

Target Triwulan Indikator Kinerja
 Target Triwulan

Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

Satuan

6.  Rp     24.003.596.887 
1.

Persentase 73 73 73 73 73

1.  Rp           768.111.800 1. Nilai AKIP 71 71 71 71 71

2 1 3 1 - Melaksanakan kegiatan forum perangkat

daerah perencanaan program dan kegiatan

DPMPTSP provinsi, kab/kota se-kaltim 

- Melakukan Penyusunan RENSTRA, RENJA,

RKA, RKAP, DPA, DPPA 

-
Melakukan FGD Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah 

b.  Rp             400.054.000 1. Jumlah laporan 

evaluasi kinerja 

perangkat daerah 

Laporan 7 1 2 3 1 - Melakukan Penyusunan LPPD, IKI, IKU,

Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja,

Rencana Aksi dan LKJiP/LAKIP

- Melakukan kegiatan Monitoring dan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) 

2.  Rp     13.387.096.910 1. Dokumen 24 6 6 6 6

a. Penyediaan gaji 

dan tunjangan 

ASN 

 Rp          9.604.139.550 1. Jumlah orang yang 

menerima gaji dan 

tunjangan ASN 

Orang 37 37 37 37 37 - Penyediaan gaji dan tunjangan PNS 

b.  Rp          3.571.037.360 1. Dokumen 85 21 22 21 22 - Penyediaan gaji Non ASN 

- Penyediaan honor pengelola keuangan 

c. Pelaksanaan 

penatausahaan 

dan 

pengujian/verifik

asi keuangan 

 Rp             211.920.000 1. Jumlah dokumen 

penatausahaan dan 

pengujian/verifikasi 

keuangan SKPD 

Dokumen 1000 250 250 250 250 - Pengadaan , fotocopy dan penjilidan 

3.  Rp             15.840.000 1. Orang 1 1 1 1 1

a.  Rp               15.840.000 1. Laporan 17 4 5 4 5 - Pengurus dan pembantu pengelola barang

-

4  Rp           432.965.500 1. Pegawai 100 100 100 100 100

Perencana Ahli 

Muda Sub Bagian 

Keuangan

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan 

Tugas ASN 

Jumlah dokumen hasil 

penyediaan 

administrasi 

pelaksanaan tugas ASN 

Penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

perangkat daerah 

Jumlah dokumen 

perencanaan Perangkat 

Daerah  

Perencana Ahli 

Muda Sub Bagian 

Program dan 

Anggaran

7Dokumen 1.

Jumlah dokumen 

administrasi 

keuangan yang 

diselesaikan tepat 

waktu 

Jumlah orang 

pengurusan dan 

invetaris barang 

milik daerah 

Penatausahaan 

barang milik 

daerah pada 

SKPD 

Jumlah laporan 

penatausahaan barang 

milik daerah pada 

SKPD 

Melakukan belanja alat/bahan untuk 

kegiatan kantor 

Administrasi 

kepegawaian 

perangkat 

daerah

Jumlah pegawai 

yang telah 

melaksanakan 

kegiatan sesuai 

peraturan 

perundang-

undangan 

Administrasi 

barang milik 

daerah pada 

perangkat 

daerah 

a.  Rp             368.057.800 

Perencanaan, 

penganggaran, 

dan evaluasi 

kinerja 

perangkat 

daerah 

Tingkat kepuasan

pemangku 

kepentingan 

terhadap pelayanan

PD (SKM)

Sekretaris

Nilai Akuntabilitas 

Kinerja Perangkat 

Daerah 

Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

Provinsi 

Evaluasi kinerja 

perangkat daerah 

Administrasi 

keuangan 

perangkat 

daerah 

Kepala Sub 

Bagian Umum dan 

Kepegawaian



I II III IV I II III IV

Penanggung 

Jawab
No.

Sasaran 

Strategis

Indikator 

Kinerja 
Satuan

Target 

1 

Tahun

Program / 

Kegiatan
Pagu

Target 

1 Tahun

Kinerja Sasaran

Target Triwulan Indikator Kinerja
 Target Triwulan

Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

Satuan

a.  Rp             349.948.600 1. Paket 6 6 - Melakukan pengadaan atribut seragam 

-
Melakukan pembuatan pakaian sipil

lengkap 

-
Melakukan pembuatan baju putih dan

seragam olahraga dengan sepatu 

b. Pendidikan dan 

pelatihan 

pegawai 

berdasarkan 

tugas dan fungsi 

 Rp               83.016.900 1. Jumlah pegawai 

berdasarkan tugas dan 

fungsi yang mengikuti 

pendidikan dan 

pelatihan 

Orang 9 1 3 2 3 - Belanja bimbingan teknis dan 

pendidikan pelatihan 

5. Administrasi 

umum 

perangkat 

daerah 

 Rp       4.137.709.077 1. Jumlah bulan untuk 

kegiatan 

administrasi umum 

yang terlaksana 

Bulan 12 3 3 3 3

a.  Rp               25.910.700 1. Paket 2 1 1 - Belanja alat-alat listrik 

b.  Rp               15.561.600 1. Paket 2 1 1 - Belanja alat tulis kantor 

- Belanja kertas dan cover 

- Belanja bahan cetak  

c. Penyediaan 

bahan bacaan 

dan peraturan 

perundang-

 Rp             308.845.000 1. Jumlah paket barang 

cetakan dan 

pengadaan yang 

disediakan  

Paket 12 3 3 3 3 - Belanja cetak dan belanja 

penggadaan/fotocopy/penjilidan 

d. Penyediaan 

bahan bacaan 

dan peraturan 

perundang-

undangan 

 Rp               19.392.000 1. Jumlah dokumen 

bahan bacaan dan 

peraturan perundang-

undangan yang 

diadakan

Dokumen 120 40 40 40 40 - Belanja surat kabar 

e. Penyelenggaraan 

rapat koordinasi 

dan konsultasi 

SKPD 

 Rp          1.368.000.000 1. Jumlah laporan 

penyelenggaraan rapat 

koordinasi dan 

konsultasi SKPD 

Laporan 109 26 26 27 26 - Melakukan rapat, konsultasi, updating 

data, pameran, seminar, promosi, 

sosialisasi, pengawasan, peninjauan 

lapangan, studi kasus & FGD

f. Dukungan 

pelaksanaan 

sistem 

pemerintahan 

berbasis 

elektronik pada 

 Rp          2.399.999.777 1. Jumlah dokumen 

dukungan pelaksanaan 

sistem pemerintah 

berbasis elektronik 

pada SKPD 

Dokumen 3 1 1 1 - Belanja jasa media cetak dan publikasi 

melalui videotron  

6. Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

 Rp       2.211.751.000 1. Jumlah unit 

pengadaan belanja 

modal untuk sarana 

dan prasarana 

Unit 139 33 34 33 34

a. Pengadaan Mebel  Rp             183.227.300 1. Jumlah paket mebel 

yang disediakan 

Unit 26 6 6 7 7 - Pengadaan Mebel 

b. Pengadaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya

 Rp          2.028.523.700 1. Jumlah unit peralatan 

dan mesin lainnya yang 

disediakan 

Unit 84 21 21 21 21 - Pengadaan Belanja Modal Peralatan 

7. Penyediaan 

Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

 Rp       1.019.856.200 1. Jumlah bulan untuk 

kegiatan 

administrasi 

perkantoran yang 

terlaksana 

Bulan 12 3 3 3 3

Kepala Sub 

Bagian Umum dan 

Kepegawaian

a. Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik

 Rp             442.874.200 1. Jumlah laporan 

penyediaan jasa 

komunikasi, sumber 

daya air dan listrik 

Laporan 48 3 3 3 3 - Belanja tagihan telpon, air, listrik, dan 

internet 

Penyediaan 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

Jumlah paket peralatan 

dan perlengkapan 

kantor yang disediakan  

Pengadaan 

pakaian dinas 

beserta atribut 

kelengkapannya 

Jumlah paket pakaian 

dinas beserta atribut 

kelengkapan 

Penyediaan 

komponen 

instalasi 

listrik/peneranga

n bangunan 

Jumlah paket 

komponen instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor yang 

disediakan  



I II III IV I II III IV

Penanggung 

Jawab
No.

Sasaran 

Strategis

Indikator 

Kinerja 
Satuan

Target 

1 

Tahun

Program / 

Kegiatan
Pagu

Target 

1 Tahun

Kinerja Sasaran

Target Triwulan Indikator Kinerja
 Target Triwulan

Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

Satuan

b. Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

 Rp               61.800.000 1. Jumlah laporan 

penyediaan jasa 

peralatan dan 

perlengkapan kantor 

yang disediakan 

Laporan 1 0 0 0 1 - Belanja peralatan dan perlengkapan 

kantor 

c. Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

 Rp             515.182.000 1. Jumlah laporan 

penyediaan jasa 

pelayanan umum 

kantor yang disediakan 

Laporan 36 9 9 9 9 - Belanja jasa tenaga kebersihan 

8. Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

 Rp       2.030.266.400 1. Jumlah kegiatan 

pemeliharaan 

sarana dan 

prasarana milik 

daerah yang 

terpelihara 

Kegiatan 6 1 1 2 2

a. Penyediaan jasa 

pemeliharaan, 

biaya 

pemeliharaan 

dan pajak 

kendaraan 

perorangan dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

 Rp             346.342.000 1. Jumlah kendaraan 

perorangan dinas atau 

kendaraan dinas 

jabatan yang dipelihara 

dan dibayarkan 

pajaknya

Unit 29 7 7 7 7 - Belanja bahan bakar minyak, biaya 

pemeliharaan dan pajak kendaraan 

b. Pemeliharaan 

peralatan dan 

mesin lainnya 

 Rp             249.700.000 1. Jumlah gedung kantor 

dan bangunan lainnya 

yang 

dipelihara/direhabilitasi 

Unit 125 31 31 31 31 - pemeliharaan peralatan dan 

perlengkapan gedung kantor 

c. Jumlah sarana 

dan prasarana 

gedung  kantor 

atau bangunan 

lainnya  yang 

dipelihara/di 

rehabilitasi

 Rp          1.285.472.400 1. Jumlah sarana dan 

prasarana gedung 

kantor atau bangunan 

lainnya yang 

dipelihara/direhabilitasi  

Unit 1 0 0 0 1 - Perencanaan pembangunan gedung 

baru kantor DPMPTSP Prov. Kaltim

d.  Rp             148.752.000 1. Unit 2 0 0 1 1 - Pemeliharaan sarana dan prasarana 

gedung kantor 

Pemeliharaan/Re

habilitasi sarana 

dan prasarana 

pendukung 

gedung kantor 

atau bangunan 

lainnya 

Jumlah sarana dan 

prasarana gedung 

kantor atau bangunan 

lainnya yang 

dipelihara/direhabilitasi  


